
BUPATI TUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1 ,  maka perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41 )  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

Mengingat 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

---------illlml-------------------------------··c.-- 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 ) ;  
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan K.inerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ) ;  

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 1 1  tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 ten tang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 

di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 

Alokasi Khusus di Daerah; 

31 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2 011  ten tang Pedoman Pemberian 

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah; 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2007 Seri E 

Nomor 21 ) ;  

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2011  

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tu.ban Tahun 2011  Seri C Nomor l) ;  

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011  

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban 

Tahun 2011  Seri B Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011  

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2 0 1 1  Seri C Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011  Seri C Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 1  Tahun 2011  

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tu ban Tahun 2011  Seri C Nomor 7); 

41 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011  Seri C 

Nomor 81 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

201 7 Seri C Nomor 2); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1 ) ;  
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 2); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 3); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B 

Nomor 01); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C 

Nomor 5); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 

ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C 

Nomor6); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tu ban Tahun 2012 Seri C Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2016 Seri C Nornor 67); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri A Nomor 08); 

51 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toban; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Toban Tahun 2018 Seri C Nomor 3); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 

2017 Seri A Nomor 7}; 
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2018 

ten tang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2018 Seri A Nomor 6); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E 

Nomor 46); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

BUPATI TUBAN, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.  

Pasal 1 

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1 )  huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 2.455.664.334. 976,63 

{t 
b. Belanja Rp. 2 . 4 1 5 . 2 1 1 . 5 8 0 . 0 9 4 2 5 8  

Surplus Rp. 40 .452. 754.882,05 



c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
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Rp. 275.783.926.315,35 

Rp. 4.671.400.000.00 

Rp. 271.112.526.315,35 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 129.968.606.222,53 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Rp. 2.325.695.728.754,10 

2) Realisasi Rf!. 2.455.664.334.976.63 

Selisih Lebih Rp. 129. 968.606.222,53 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp. 181.688.219.474,86 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Rp. 2.596.899. 799.569,44 

2) Realisasi RR. 2.415.211 .580.094158 

Selisih Kurang Rp. 181.688.219.474,86 

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah 

Rp. 230.751.315.933,29 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Defisit Anggaran 

2) Surplus Realisasi 

Rp. (271.204.070.815,34) 

Rp. 40.452. 754.882105 

Selisih Kurang Rp.(230.751.315.933,29) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp. 91.544.499,99 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 275.875.470.815,34 

2) Realisasi RR. 275.783.926.315 ,35 

Selisih Lebih Rp. 91.544.499,99 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

2) Realisasi 

Selisih 

Rf!. 

Rp. 

4 .6 71.400. 000 ,00 

4.671.400.000,00 

0,00 

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp .91.544.499,99 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran pembiayaan netto 

2) Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp. 271.204.070.815,34 

RR. 271 .112.526.315 ,35 

Rp. 91.544.499,99 
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Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf c per 

31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut: 

Pasal 5 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf b Tahun Anggaran 2018 dengan rincian 

sebagai berikut: 

(5.573.129.222,00) 

(32. 945.243,00) 

26.849.582.640,03 

Rp. 275.450.838.335,34 

Rp. 275.450.838.335,35 

Rp. 311 .565.281 .197,39 

Rp. 311.565.281.197,40 

Rp. 6.804.433.921.944,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 6.831.283.504.584,03 a. Jumlah aset 

b. Jumlah kewajiban 

c. Jumlah ekuitas 

Operasional 

e. Pos luar biasa 

f. Surplus/(defisit) laporan operasional Rp. 264.915.849.455,52 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Saldo awal kas 1 Januari Tahun 2018 Rp. 276.537.852.698,35 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 534.226.541.824,  95 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp. (498.445.186.942,90) 

non - keuangan 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 333.087.980,00 

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (1.087.014.363 ,00)  

a. Saldo anggaran lebih awal 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan 

anggaran (SiLPA/SiKPA) 

d. Saldo anggaran lebih akhir 

Pasal 7 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Pendapatan laporan operasional Rp. 2 .250.183.658.692,74 

b. Behan laporan operasional Rp. l .979.661.734.772,21 

c. Surplus/(defisit) kegiatan operasional Rp. 270.521 .923.920,52 

d. Surplus/(defisit) kegiatan non- 
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Rp. 275.244.598.583,51 f. Saldo akhir kas di BUD /Kas Daerah 

g. Saldo akhir kas di Bendahara 

Pengeluaran 

h. Saldo akhir kas di Bendahara 

Rp. 

Rp. 

662.272,00 

20.399.560,00 

Penerimaan 

i. Saldo akhir kas di BLUD 

j. Saldo akhir kas di Bendahara JKN 

k. Saldo akhir kas lainnya 

Rp. 17.141.334.582,59 

Rp. 11 .510.132.485,73 

Rp. 7.699.880.258,57 

Rp. 6.804.433.921.944,00 

Rp. 87.898.093.053,41 . 

Rp. 6.451.619.979.435,06 

Rp. 264.915.849.455,52 b. Surplus/(defisit) laporan operasional 

c. Dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar 

d. Ekuitas akhir 

1. Saldo kas akhir per 31  Desember 2018 Rp. 311 .617.007742,40 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat ( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Ekuitas awal 

Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1)  huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi secara 

kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 1 1  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I LRA terdiri dari: 

- Lampiran 1 .1  Ringkasan LRA menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi. 

- Lampiran I. 2 Ringkasan LRA menurut urusan 

- Lampiran I .3 

pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintah 

daerah, organisasi, program dan kegiatan. 
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Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah 

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan daerah. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Laporan Operasional. 

Laporan Perubahan Ekuitas. 

Neraca. 

Laporan Arus Kas. 

Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

tidak tertagih. 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir. 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam 

pekerjaan. 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 

Daftar Dana Cadangan Daerah. 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

sampai akhir tahun dan 

kembali dalam tahun 

Keuangan 

diselesaikan 

dianggarkan 

anggaran berikutnya. 

Ikhtisar Laporan 

BUMD /Perusahaan Daerah 

Ikhtisar Laporan Keuangan Desa 

- Lampiran 1.4 

u. Lampiran 

La.inn ya 

t. Lampiran XX 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

k. Lampiran XI 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. La.mpiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

1. Lampiran IX 

I. Lampiran XII 

j. Lampiran X 
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Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Toban. 

Ditetapkan di Tuban 

2919 

Diundangkan di Toban 

pada tanggal 1 t Juli 211 , 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPA: EN TUBAN, 

I BUDIW ANA i 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI A NOMOR 4 


